
BI'PATI I(APSAS

PROVINSI NALIMANTAI'I TENGAH

PERATI'RAII BI'PATI NAPUAS

NO]IIOR 7 TAIII'T{ 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN AIOIIASI DANA DESA
DI XABIiPATEN I(APUAS

DENGAI{ RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

BUPATI XAPUAS,

Menimbalg : a. bahwa dalam rangka Pelalsanaan ketentuan Pasa.I 96 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentaflg Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
ketentua! mergenai Tata Cara Pensalokasial Alokasi Dana Desa
diatur dengan Peratura! Bupati;

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalisud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas tentang
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desadi Kabupaterr
Kapuas.

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahru,] 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (l€mbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1q53 Nomor 9) Sebagai
Undalg-Undalg (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia
Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentarg Perimbangan
KeuargaD Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(l,embaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undarg-Undalg Nomor 6 Tahun 2014 tenta,ng Desa {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tarnbahan
l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undarg-Undalg Nomor 23 Tahun 2014 tentarg pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubal arr Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahal Daerah (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indlnesia Nomor 5679);



Peraturar Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaal Keuangan Daerah {Lembamrr Negara Republik
hdJnesia Ta-hun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan lembara! Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahrrr 2OO5 tentajrg Pedolnan

Pembinaai dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintallan
Daerah (Lembaran Nlgara Republik Indonesia- 'Iallun- 2OO5

Nomor 1b5, TalarbahaJl Lemba.ran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

6.

7- Peraturarl Pemedntal Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksa.flaan Undang-Undang Nomor 6 Tahufl 2014
tent ng Desa (I€mba.ran Negara Republik lndonesia Tahun-2014
Nomor 123, Tambatran I-embaran Negara Republik lndonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peme-rintah
Nomor 47 Tahun 2O15 tentang Pemba'La-rl Atas Peraturan Nomor
43 Tahun 2014 tentarg Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (I€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomoi 152, Tambahan l,embaral Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Da-la.rn Neged 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaal Keuangal Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali teral<hir dengair Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tenta-ng Perubaha! Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam NeBeri Nomor 13 Tahun 2Oo6 tentalrg
Pedomal Pengelolaan Keuangan Daeratr fBerita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pedomal Pengelolaar Keuangan Desa (Bedta Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pembalgunan Desa (Berita NegaJa Repubtik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Daera-h Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2007
tentang Badan Permusyawa.ratan Desa (kmbaran Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2007 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2007
tentang Keuangan Desa (I-embara.n Daerah Kabupaten Kapuas
Tahun 2OO7 Nomor 8).

MEMUTUSBANI

Menetapkan : PTRATURAN BUPATI TENTAIIG TATA CARA PENGALOIIASIAN
ALOKASI DA.ITA DESA DI XABI'PATEN NAPUAS.

BAB I
KETENTUATT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yarlg dimaksud dengar :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.



2. Pemerints]1 Daerall Kabupaterr Kapus's adsla]l Kep6]a Daera.h
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahar Daerah yang
mernimpin pelaksaraan urusar Pemerintahan yang menjadi
kewenanga! Daeral1 Otonom.

Bupati adalah Bupati Kapuas.

Badal adalah Badal yalg membidangi urusan keuangan da,
aset daeral.

Dinas adalah Dinas yalg membidangi urusar pemerintahan
bidaag Pemberdayaan Masya-ralal daJl Desa-

Kecamatan adalah wilayah ke{a Camat sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten.

Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut
Desa ada,la.h kesatuan rnasyaral<at hukum yang memiliki batas-
batas wilayah yarrg berwenang untuk mengatur dan mengurus
kepentingai masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati da-lam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah perryelenggara Urusa! Pemerintahar
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa atau disebut nama lain adalah Kepala Desa
atau Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan
Desa;

Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa di Kabupaten
Kapuas.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh.
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dal
wewenang serLa kewajiban Kepala Desa dalan kurun waktu
tertentu.

Badan Permusyawaratan Desa yang sela-njutnya disingkat BpD
atau yang disebut dengan nama lain adala_h lembaga yang
melal<salaka:r fungsi pemerintahal yang alggotanyi
merupakan wal<il dari penduduk Desa berdasarkal keterwakilan
wilaya-h dan ditetapkan secara demolcatis,

Perangkat Desa adalah Unsur Sekretariat Desa, pelaksana
Kewil ayaharr daII Pelaksana Teknis.

Peraturan Desa adalah Peratura! Perundaag-Unda:rgan yang
dibuat oleh Badan Peimusyawaratan Desa bersama Kepata
Desa.

Keuangan Desa adalal semua hak dan kewaiiban desa vang
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu L.."p" .."rrg d;;
baralg yalg berhubungan dengan pelahsalaan hak- dan
kewajiban Desa.

Alokasi Dana Desa selanjukrya disingkat ADD adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran
LeTrrrn33rr dan Pendapatan Kabupaten setelah dikuranglirala
Alokasi Khusus.
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17. Anggaran Pendapatan dan Belaaja Desa untuk selanjutnya
disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintal Desa yalg dibaias dal disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan
ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kekayaan Desa adalah baralg milik Desa yarg berasal dari
kekayaan asli Desa, dibeli dan diperoleh atas beban APB Desa
atau perolehal hak lainnya yang sah-

Pejabat Telmis Pengelola Keuangarr Desa yang selanjutnya
disingkat PTPKD ada.lah Peralgkat Desa ysng itunjuk oleh
Kepala Desa untuk melaksanal<an pengelolaan Keualgal Desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangar Desa adalai
Kepala Desa yang karena jabatanlya memiliki kewenangal
menyelenggaral<an keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa.

Tim Pela-ksala Alokasi Dala Desa adalah Tim yang dibentuk
oleh Kepala Desa untuk melaksaralan kegiatal yang bersumber
dari Alokasi Dana Desa dan mempertanggungjawabkan semua
kegiatan yang bersumber dari Keuangal Desa.

Tim Pendarnping Alokasi Dala Desa Kecamatal adal.a1l Tim yalg
dibentuk oleh Carnat rntuk membantu fasilitasi darr
pendampingan pelaksalaan Alokasi Dana Desa.

Tim Fasilitasi Kabupaten adalah Tim yalg dibentuk oleh Bupati
untuk membantu melakukan Fasilitasi dan Pembinaal
Pelaksalaan Alokasi Dana Desa

Renca-na Anggaran Biaya yang selaljutnya disingkat RAB adalah
dokumen yalg memuat pendapatan, belanja dal pembiayaal
yalg digunal<al sebagai dasar pelaksanaar kegiatan.

Sisa kbih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disetut
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dal pengeluaral
alggaran selama satu periode anggaralr.
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26. Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai
program pemeriatah desa dalam melaksanakan kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaaa kemasyarakatan serta pemberdayaan masyaralet
desa.

27. Tujuan dibentuknya Peraturarr Bupati ini adalah Sebagai
l,arldasarl Hukum bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa
dala'n mengatur pengelolaan Alokasi Dara Desa.

BAB II
PRIITSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

(1) ADD .merupakan dana lalgsung yang dialokasikan oleh
Pernerintah Kabupaten kepada p€merintah Desa dalam rargkameningkattan kapasitas pelayana-n pemerintahL,
Pemberdayaaa Masyarakat dan Stimulan Swadaya Gotorrg
Royong Masyarakat dala:rn pembangunari Desa.



1. Perrnotronan pencairan ADD Tahap II dai'i Ketr 61e' Desa kep&da
Camat;

2. Foto Copy Nomor Rekening Desa atas narna Pemedntah Desa;

3. Laporan Penggunaan ADD Tahap I;

4- Laporan Data Rumah Tangga Miskin Sementara dan Penduduk
Miskin Sementara Ta}lun 2017;

5. laporan Data Rumatr Tidak Layak Huni; dan, atau

6. Laporarl Data Infrastruktur Desa.

c. Bagi Desa yalg belum menyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud
pada huruf a atgJ<a 2 karena tidak ada Kepala Desa, mal<a dapat
menggunakan RPJM Desa sebelumlya dar,/atau draf RPJM Desa yarlg
telah disepalati dalam musyawarah Desa.

Pasal 5

(1) Atas permohonan pencairan ADD beserta lampiralnya oleh Desa
kepada Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l 4, Tim Fasilitasi
Kecamatan mela.kukan Verifikasi kelengkapa.n permohonan pencairar
ADD.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukal dengan
cara membubuhkar bukti cap verilikasi dan diparaf oleh salah satu
anggota Tim Fasilitasi Kecamatan kemudia'rr diterbitkan rekomendasi
Camat tentang Hasil Veriflkasi untuk mendapatkan ADD dengai format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupal€n bagian
yareg tidak terpisahkan dari Peratural Bupati ini.

(3) Apabila Kepala Desa berhalangan sehingga tidak dapat melaksalakan
tugas dan kewajibannya, maka pengajuan permohonan pencaimn ADI)
sebagaima,na dirnaksud dalam Pasal 5 ditandatangani oleh Sekretaris
Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai dengai Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku.

(4) Apabila Kepa]a Desa, Sekretaris Desa atau Penjabat Kepala Desa
sebagaimar:a tersebut pada ayat (3) berhalangar, maka untuk
mengajukal permohonan pencairan ADD sebagaimala dimal<sud
dalam Pasal 5 dilal<ukan oleh Camat.

(5) Atas penga,juan permohonan pencairan ADD oleh Carnat, DPMD
menginventarisir serta merekap permohonal pencairan ADD darl
mengajukan permohonal dana kepada Pejabat Pengelola Keuanga.n
Daerah yaitu Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggarar.

(6) Atas permohonar da-na sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Bendahara Pengeluaran Barrtuan dan Pembiayaal pada BPKAD
mengajukan Surat Pelmintaarl Pembay.a,ran k€pada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah.

(7) Berdasarkan Surat Permirrtaam Pembayaran sebagaimala dimaksud
pada ayat (6), Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Keda
Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perint h Membayar
untuk disa,mpaikan kepada Kuasa Bendaia-ra Umum Daerah
Kabupaten Kapuas.

(8) Berdasarkal Surat Perintal Membayar yarg benal, sa}l dan lengkap,
Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kapuas menerbitkan
Surat Perifltah Pencairan Dana.



(9) Berdasarkan Surat Perintai Pencaiian Dalla sebagairnana dimaksud
pada ayat (8) Kuasa Bendahara Umum Kabupaten Kapuas
memerintahkal Bark Persepsi dalam hal iai Balk yang telalr
ditetapkan untuk mentransfer ke Rekening Kas Desa.

(1o)Setelah ADD masuk Rekening Desa, Bendalrara Desa mengajukan
pencairaIl dana sesuai dengan kebutuhan per bulal dengan dilampiri
surat pe[gantar dari da,ri Kepala Desa darr surat rekomendasi darj
Camat.

(11)Setelah Benda-hara Desa menerima dana sesuai kebutuhan, pada hari
itu juga langsung diserahkal kepada Pelal<sana Kegiatan dengan bukli
tanda terima sementara untuk kemudian dilaksanakal sesuai renca.na
ya]1g tertuang da-larn RAB-

{12) Terhadap pembayarar yaIlg telal dila&ukan selanjutnya, Bendahara
Desa melakukarr pencatatan pengelua.ran.

(13)Untuk Penghasilarr Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
pencairarfiya deEgan surat Rekomendasi Camat dran dibayarkat sesuai
bulan be{atart-

Bagian Kedua

Pengguaaan

Pasal 6

(1) Penggunaan ADD terintegrasi dengal APB Desa.

(2) Paling banyak 30% (tiga pulun perseratus) dari jurnlah APB Desa yang
bersumber dari ADD digunakan untuk :

a. Pembayaral Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Peralgkat Desa;

b. T\rnjaagan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

c. Operasional Pemerintahan Desa;

d. Tur{angan da'rl Operasional Badan Pemusyawaratan Desa;
dan,atau

e. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

(3) Pembarrgunal Desa dilalsalakarr oleh Pemerintahar Desa derrgalr
melibatkan seluruh masyarakat Desa degan semangat gotong royong
diatur sebagai berikut :

a. ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.5OO.OO0.OOO,, (Iirna ratus
juta rupiah) digunakal malsimal 60%0 (enam puluh perseratus);

b. ADD yang belumlah lebih dari Rp.500.000.000,- (1ima ratus juta
.upia-h) sanpai dengan Rp.700.O0O.0O0,- (tujuh ratus juta rupiah)
digunaka-o maksimal 5070 (lima puluh perseratus);

c- DD yarag berjumlah lebih dari Rp.7OO,00O.00O,- {tujuh ratus juta
rupiah) sampai dengan Rp.9OO.OOO.00O,- (sembitan ratus juta
rupiah) diguna,kal maksimal 4O7o (empat puluh perseratus);
dan,atau

d. ADD yang be{umlah lebih dari Rp.900.0O0.0O0,- (sembilan ratus
juta rupiah) digunakal mahsimal 3O9o (tiga puluh perseratus).

(4) Berdasarkal persentase sebagaimala pada ayat (3) Besaral
Penghasilan Tetap Kepala Desa darl Perangkat Desa ditetapkan sebagai
berikut :



a. Penghasilalr Tetap Kepala DesB aebessr Rp.3.2OO.OOO,- per bulan;
b. Penghasilal Tetap Selsetaris Desa sebesar 7oo/" dai Penghasilan

Tetap Kepala Desa perbulanl dan,atau

c. Penghasilan Tetap Perangkat Desa/Kepa.la Dusun selain Sekretaris
Desa sebesar 50%o dari Penghasilan Tetap Kepala Desa.

(5) Tunjangan Kepala Desa dan Peralgkat Desa sebagaimana ayat 12)
huruf b ditetapkan sebagai berikut :

a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.5O0.0O0-OO0,- (lilna ratus juta
rupiah) digunalan maksimal Rp.2oo.000,- {dua ratus dbu rupiah)
perbulan;

b. ADD yang bedurnlah Rp-50O.000.0O0,- (ltna ratus juta rupiah)
sampai dengan Rp.700-000.000,- (tujuh mtus juta rupiah)
digunakan maksimal Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupialt) perbular;

c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp-700.000.OO0,- (tujuh ratus juta
rupiah) sampai dengal Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta
rupiah) digunakan maksimal Rp.400.000,- (empat Iatus ribu rupiah)
perbulan;dan,atau

d. ADD yang berjumlah lebih dan Rp.9O0.0OO.OOO,- (sernbilan ratus
juta rupiah) digunakan matsimal Rp.500.00O,- (lilna ratus ribu
rupiah) perbulan.

(5) Untuk Tunjanga! Selsetaris Desa ditetapkan 707" (tljuh puiuh
perseratus) dari Tunjangaa Kepala Desa dan untuk Tunjangan
Perangkat Desa selain Sekretaris Desa ditetapkan 507. (lima puluh
perseratus) dari Tunjangan Kepa-la Desa.

(7) Selcetaris Desa yarlg berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara tidak
mendapat Penghasilan Tetap tetapi mendapatkai Tambahan
Penghasilan lainnya ya:rg sal..

(8) Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana pada ayat (2)
huruf d ditetapkan sebagai berikut :

a. T\rnjangan Ketua Badan Permusyawaratan Desa maksimal
Rp.750.O0O,- (tujuh ratus lima puluh dbu rupiah) perbularr;

b. Tunjangan Wakil Ketua Badan Permusyawaratar Desa maksimal
Rp.650.00O,- (enarn ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

c. Tunjargan Sekretaris dan Bendahara Badan Permusyawaratan Desa
maksimal Rp.6O0.OOO,- (enain ratus ribu rupiah) perbulan;dar,atau

d. Tunjangal Anggota Badan Permusyawaratan Desa maksimal
Rp.500.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan.

(9) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana pada ayat (2)
huruf e ditetapkar sebagai berikut:
a. Ketua Rukun Tetangga/Rukun Wa-rga sebesar Rp.25O.OOO,- (dua

ratus lirna puluh ribu rupia'l.) perbulan atau Rp.3.OOO.OOO.- (tiga
juta rupiah) per tahun.

b. Wakil Ketua dan Sekretaris Rukun Tetargga/Rukun Warga (apabila
ada d3lam struktur organisasi) diberikan maksimal sebesar Rp.
175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan atau
sebesar Rp. 2.100.000,- (duajuta seratus per tahun).

(10) Untuk penggunaan sebagaimana ayat (1) bersumber dari Alokasi Dara
Desa -



(11) Pa-ling sedikit 7O7o (tujuh puluh perseratus) darijumlah APB Desa yang
ya-ng bersumber dari ADD digunaka:r untuk mendalai penyelenggar:aan
Pemerintaha.n Desa, Pelaksanaan Pembaigunal Desa, Pembinaar
Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyara.Lat Desa, adalah sebagai
berikut :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, artara lain;

1) Bantuan Operasional RT/RW;

2) Penetapan dar Penegasan Batas;dan,atau
3) Pendataan Desa a:rtara lain meliputi ;

a) Pendataan darl pengklasifikasian tenaga keda desa;

b) Pendataal penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan
sektor non pertanian;

c) Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia keia,
angkatan kerja, pencari ke{a dan tingkat pa,rtisipasi
angkatan keqa;

d) Pendataa! penduduk berumur 15 (1ima belas) tahun ke
atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis
peke{aal dan status pekedaan;

e) Pendataal potensi desa.

4) Penyusunar tata ruang dan peta sosial desa;

5) Penyelengga raan musyawarah Desa;

6) Pengelolaan sistem administrasi dan informasi desa;
7) Penyelenggaraal perencanaal Desa;

B) Penyelenggaraal evaluasi tingkat perkembangaa pemerintahan
Desa;

9) Penyelenggaraal kerjasama antar desa; dan,atau
10) Penetapan-penetapan Desa, altara lain :

a) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

b) Penetapan Peralgkat Desa;

c) Penetapan Badal Usaha Milik Desa;

d) Penetapal Peraturan desa;
e) Penetapan desa dalam keadaan darurat seperti kejadial

bencana, konflik, rawal palgal, wabal penyakit, garrgguarr
keamarlal1 dan kqjadiara lua,r biasa laimya dalam ska-la desa;
da.n,atau

0 Penetapan pos keamanan
sesuai dengan kebutuhan
Desa.

dan pos kesiapsiagaarr lainnya
dan kondisi sosial masyarakat

11) Pemberial izin altara lain meliputi :

a) Pemberian izin penggunaan gedung pertemuar:r atau Balai
Desa;

b) Pemberial izin hak pengelolaan atas tanah Desa.

12) Pengelolaan Arsip Desa.

b. Pelaksanaa]l Pembangunan Desa, antar:a lain :



1) Pembangunan sarana dan prasarana Perlerintaha.rr Desa
(Pembangunan Gedung Kantor/Balai Desa dan Pengadaan
Kelengkapan Gedung Kantor/Ba1ai Desa);

2) Bantuan untuk Organisasi Keagama.al darr Rumah lbadah
(Masjid/Iangear/Mushola, Gereja/Ba.lai Jemaht, Pura, Balai
Kaharingaa/Balai Baearah).

c. Pembinaan Kemasyarakatar Desa, altara lain :

1) Peningkatar Ketentraman dan Ketertibal a.nta.ra lain:
a) Pelaksanaan program/kegiatan peningkatan ketentiaman dall

ketertibal yang dilaksanalar oleh Babinkamtibmas dan
Babinsa sebesar Rp. 1O.OOO.OOO,- (Sepuluh juta rupiah) /
tahun;

b) Bartua.n operasional Halsip/Linmas untuk ha-ri-hari
khusus/kegiatarl-kegiatal khusus;

c) Peningkatal dan keterliban desa lainnya.
2) Bantuan Operasional LIO4D/LPMD dan l-embaga

Kemasyarakatan Desa Lainnya;

3) Bantuan Operasional Kegiatan 10 Program PKK (Operasional TP
PKK Desa);

4) Bantuan Operasional Karang Taruna;
5) Pembinaar kmbaga Adat:

6) Pembinaan Kerukunan Umat beragama dan Masyarakat Desa;

7) Pengadaal Sarana dan Prasarana Olah Raga;

8) Pembinaar Kesenian darr sosial budaya masyarakati
9) Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukal

mediasi di Desa;

10) Melestarikal dal mengembangkal gotong royong masyarakat
desa;

11) Bantuan Operasional untuk Pencegahaa dal Penanganal
Kebakaran Hutan, I,€l:an dan Pekarangan (BBM, Mal<an Minum,
Honor Petugas dan lain-lain); dar,atau

12) Kegiatan lain sesuai kondisi desa.

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :

1) Pendidikan, pelatihan darr penyuluhan bagi Kepala Desa,
Perangkat Desa dar Badan Permusyawaratan Desa;

2) Barltuan untuk Perpustakaan Desa (pengadaan Buku dan
Insentif Pengelola);

3) Bantual Operasional Posyandu Desa (Meja, Kursi, Makanan
Tambaha!, lnsentif Pengelola dan lain{ain)i

4) Bantua-n Operasional PAUD (Permainan Edukatif, Honor curu
PAUD);

5) Pengembangan Seni Budaya l,okal;
6) Pengorgarrisasian melalui pembentukan darl fasilitasi Lernbaga

Kemasyara.katan dan L€mbaga Adat;

7) Pelatihal usa.ha ekonomi, pert rrbrr, perikalan dan
perdagarlgan;

8) Peningkatan kapasitas masyarakat;
9) Pemberial saltunan sosia.l kepada ketuarga fakir miskin;



Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentar, kelompok
masyaralat miskin, perempuar, masyarakat adat dan diiabel;
Pengorganisasian melalui pembentukal dan fasilitasi parategal
untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyaratat
desa; dan,atau
Anslisis kemiskinan secaJa partisipatif di Desa.

Bagtan Ketlga

Pertanggungiawaban dan Pelaporan

Pasal 7

{1) Pengelolaal ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,
adminisbasi darl teknis sesuai Peraturan Perundang-Undangal.

(2) Pertanggungjawaban seca,ra tehds sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) dilengkapi dengan :

a. Untuk kegiatan yang bersifat fisik konsbuksi dilampiri dengan
Rencarra Anggarar Biaya (RAe) yajlg mengacu pada staldar teknis
balgunan pemerintah (rekomendasi dari SKPD teknis), Foto
Dokumentasi Kegiatan oyo (nol perseratus), Foto Dokumentasi
Kegiatan 50% (lima puluh perseratus), Foto Dokumentasi Kegiatan
1007o (seratus perseratus) dan Berita Acara Pemeriksaan dan Serah
Tedma Pekerlaan dai dibuatl<an prasasti yang memuat surnber
darra dan ta-hun anggaral pelaksa:raal.

b. Untuk kegiatan yang bersifat fisik non konstuksi/pengadaal
Ba-rang/Aset Desa diiengkapi dengan Nota/Kwitansi yang
mencantumkan Spesifrkasi Ba-rang, Foto Dokumentasi Bajang,
Berita Acara Pemeriksaan oleh Tirn Desa dafr Berita Acara Serah
Terima Bararg;

c. Untuk kegiatan yang bersifat Operasional dilampiri dengan Bukti
Pengeluaran yang sah antar.a lain berupa Nota/Kwitansi, Talda
Terima dan Bukti Pengeluaratr lain yang sah.

10)

11)

12)

Pasal 8

(1) Pertalggungjawabai dan pelaporar ADD tedntegrasi dengai
perbarggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk
pertanggungiawabannya ada-lah pertanggungiawaban AFB Desa.

{2) Pertanggul:_gjawaban atas penggunaar ADD dibuat dalam 3 (tiga)ralgkap dikirirn paling larnbat 31 Desember 2017 dengan rincian
sebagai berikut :

a. Asli atau lembar ke 1 (satu) diverilikasi oleh Tim Fasilitasi
Kecamatan dan dikembalikan ke Desa setelah ditandatangani
verifikator dan dibubuhi cap ,TELAH DIVERIFIKASI TIM FASILITASI
KECAMATAN'yang selanjutnya disimpan dal digunal<an oleh desa
selaku obyek pemeriksaar; daJr

b. Lembar ke 2 {dua) diarsip DPMD setelah ditandataneani verifikator
191 qibubuhi cap ,TELAH DtvERrFrKASl iiri--nasrlrrast
KECAMATAN'.



(3) Selain merEbuat pe*anggungta\.vatran sebag&iraala tersebut pad& ayat
(2) desa juga membuat laporan atas kegiatan*kegiatan dalam ApB Desa
yang dibiayai dari ADD dengan membuat l,aporarr Berkala dalam
bentuk Laporan Semesterat, yaitu laporan mengenai pelaksalaan
penggunaa! dana ADD setelah dana diterima, yang memuat realisasi
belanja ADD dengan format sebagaimana tercartum dalam Lampiran II
yang merupakar bagian yang tidat terpisalkan dari peraturan Bupati
1111.

(4) Penyanpaian laporal berkala sebagairrraaa dimaksud dalam pasal g
ayat i3) ditarnpiri Bulrr Kas pembantu ADD daJr fotokopi rekening bank
yang be.isi bansaksi penerimaan/pengambilan dana ADD dikoordinir
oleh Tim Fasilitasi Xecamatan

(5) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari
tingkat desa di wilayah dilampiri laporan asli dari tingkat desa
disampaikal ke Bupati C.q. Kepala BPKAD Kabupaten Kapuas dengan
tembusan ditujukan kepada Inspektur Kabupaten Kapuas dan Kepala
DPMD Kabupaten Kapuas.

(6) Format Rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayair
sebagaimana dimaksud ayat (5J sebagaimala tercantum da.lam
Lampiral III yang merupa.kan bagial yang tidak terpisahkal dari
Peratural Bupad ini.

(7) DPMD selalm Satua,n Keda perangkat Daerah yang membidangi
membuat laporan mengenai pelalsarraal ADD kepada gupati Oengan
tembusan kepada Kepala BpI(AD.

Pasal 9

(1) Aqabi! kegiatan yarg didanai ADD belum bisa dilaksanakan/belum
selesai_pada tahur berjalan da,n menjadi SILpA.maka kegiatan tersebut
dapat dilaksanalan/dilaqjutla-n pada tahun angga-ran beiikutnya.

(2) Apabila terdapat SILPA atas kegiatan yalg didanai ADD setelah selesai
dilaksana&an, mal<a SILPA tersebut digunakan untuk mendanai
kegiatan dalam ruang lingkup ADD Tahun ;ggaran bedkutnya.

Baglan Ileempat
pengelola ADD

Pasal 1O

(1) ADD dilaksanalcan oleh Tim 
-pelaksala Kegiatar Tingkat Desa yarg

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Oesa aJngan tuga"s pot<ot :

a. Membuat perencanaar penggunaan ADD;
b. Mencatat penerimaal dan pengeluaran dalam buku bantu khususpe]IgelolaaIl ADD sesuai dengar peraturair ]"aog berlakui
c 

lvleE 
bual Surat pertanggungJawaban (SpJ) penggunaan ADDberdasarkar peraturan 

. 
Bulati Kapuas t "Lrr!" 

pengelolaan
Keuangan Desa darr diteliti/diverifftasi ot.h K;;;ft";gan Desayang disahkal Selretaris Desa da:r diketahui ofet f.pJa Desa;da-natau.

d. Memtruat laporan Realisasi pengelolaan ADD.

(2) Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa sebagaimana dimaksudpada Ayat (11 terdiri dari :



a. Kepa-la Desa sebagai Penanggung Jawab; Sekretaris Desa sebagai
Ketua; Kaur Pembalgunan sebagai Selcetaris; Bendahara Desa,
l,embaga Kemasyamkatan Desa sebagai Anggota dan dibaltu oleh
Pendamping Desa atau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masing-masing Desa,

b. Unsur Pimpinan dan Anggota Badal Permusyawaran Desa lidak
boleh menjadi Tim Pelaksala Kegiatan Tingkat Desa.

c. Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa bertanggung jawab kepada
Kepala Desa.

(3) Di tingkat Kecamatan dibentuk Tim Pendamping ADD yarg ditetapkan
dengan Keputusan Calnat, dengar T\.lgas Pokok darr Fungsi :

a. Melal-ukal Fasilitasi penggunaan ADD;

b. Mela,kukal Evaluasi terhadap Peraturan Desa tentarg Rancangall
Anggaran Pendapatan dan tselanja Desa dar Peraturan Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan da-n Bela-nja Desa yang
dituangkan ke dalam Keputusan Camat;

c. Melal:ukal Penelitial kesesuaian peng4juar Anggaran ADD;
d. MeEperbatikan kesesu.aian terttadap Surai PertanggungJawallan

penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Bupati
Kapuas tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

e. Memberitahukan kepada Tim Pelaksana Tingkat Desa apabila Surat
PertanggungJawabar (SPJ) tidak sesuai dengan Peraturan;

f. Memberikal Arahan dal Petunjuk Teknis kepada Pemerintah Desa
dalam penyelesaian pelaksanaan Alokasi Dala Desa agar sesuai
rencana da]1 tepat waktu;

g. Memberikan Fasilitasi pemecahar masalah dalam pela.ksanaan
Alokasi Dana Desa;

h. Memberikan Surat Peringatan kepada Kepala Desa yang tidak
menyelesaikan Alokasi Dana Desa sesuai dengan rencana darr tidak
tepat wa]<tu, dengan tembusan Bupati Kapuas Cq. I{epala Dinas
Pemberdayaal Masya-ral€t dan Desa Kabupaten Kapuas;

i. Memberikan Pendanpingan kepada Tim Pelaksana Kegiatan ADD
Tingkat Desa;

j. Meneliti dan Membuat Rekapitulasi Laporal Realisasi Pengelolaan
ADD dari Desa Semesteran I pada pencairai tahap II dan
Semester II pada bulan Desember atau paling lambat bulan
Januari ta-hun tlerikutnya, kemudian melaporkannya kepada Bupati
Kapuas Cq. Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Kabupaten
Kapuas;dan atau

k. Menyampaika-n Laporan Monitoring dall Evaluasi terhadap
Penggunaan Alokasi DaJIa Desa setiap Tahapan.

(4) Susunan Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri
dari :

a. Camat sebagai Penanggung Jawab; Sekrctaris Camat sebagai Ketua;
Kasi PMD Kecarnatan sebagai Sekretaris dan Kasubbag keuangan
Kecamatan, Bendahara Keuangan Kecamatan sebagai Anggota
sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mailng-maiing
Kecarntar;

b. Pembiayaan datam rangka pelaksanaan tugas pendarnpingan
dibebankan pada APBD Kabupaten Kapuas pada pos Anggaran
Kecamatan.



(5) Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Kapuas terdiri dari Instansi terkait Kabupaten dengan tugas
pokok fungsi serta talggungjawab sebagai berikut :

a. Memberikan Pedoman dan Bimbingan Pelaksanaan ADD;

b. Menentukal besamya ADD yang diterima berdasarkan rumusan
yang telah ditentukar selanjutnya ditetapkan dengan Surat
Keputusan Bupati;

c. Melakukal Pembinaan, Monitoring dan Eva-luasi Pelaksalaal
Alokasi Dala Desa bersama dengan Tim Pendamping Tingkat
Kecarnatar;

d. Menentukan penilaian terhadap pelaksanaan ADD dalarn hal
pemberia:r penghargaal dal sanksi;

e. Menentukan jumlah dala yang akan diberikan kepada Pemerintah
Desa sebagai penghargaan atas keberhasilar dalam pelaksanaan
ADD;

f. Membartu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memtrerikan
Pelatihan/Sosialisasi kepada Tim Pelaksara ADD Tingkat Desa;
dan,atau

g. Memberikal Laporal Hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi
pelal{saraan ADD kepada Bupati,

BAA IV
PERTANGGUNGJASIABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungiawaban

Pasal 11

(1) Kepala Desa wajib membuat Pertanggungiawaban dan pelaporan
tentang ADD setiap alhir kegiatan sebagai persyaratan untuk pencairan
tahap berikutnya.

(2) Setiap Kepala Desa/Penjabat Kepata Desa yang beral<hir masa
jabatannya wajib membuat Surat Pertarggungjawaban dan pelaporan
tentang ADD darr disampaikaa kepada Kepala Desa yang barq dilantik.

(3) Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya
apabila tida& memlluat/menyampaikan Surat pertanggungjawaban dar
Pelaporan tentalg ADD maka tetap menjadi tanggung jawabnya darr
Kepo-la Desa yang ba-ru agar segera menyarnpaikar taporan kepada
Bupati Kapuas bahwa Surat pertanggungiawaban dan pelaporan
tentang ADD sebelumnya tidak dibuat/disampaikal.

(4) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang bera*hir masa jabatannya
apabila tidak membuat/menyampaikan Surat pertalggungiawaban darr
Pelaporan tentang ADD pada saat menjabat mala akan dilakukal
Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas.

(5) Kepela Desa yarlg baru dilantik tetap menyusun ApB Desa dan
melakukan Pencairarl ADD.

(6) Pertanggundawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawabar
Anggaran Pendapatan dan Belaqia Oesa 

- 
setririfga bentuk

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban ApB Desa.



(1)

{2)

(3)

Baglan Kedua

Pelaporan

Pasal 12

Pelaporan ADD dilaksanakan secara bertahap oleh Tirn Pelaksana
Kesiataio ADD kepada Camat melalui Tim Pendamping ADD Kecamatal.

Selaljutnya Camat melalui Tim Pendamping ADD Kecamatan
melakukan Rekapitulasi atas l,aporan ADD dan menyampaikan kepada
Bupati melalui Tim Fasilitasi ADD Kabupaten.

Tim Pelaksana Kegiatan ADD di Tingkat Desa dalarn melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada Kepa-la Desa.

(4) Tim Pendamping ADD Kecamatan da-lam melaksanakan tugasnya
bertarggung jawab kepada Camat.

(5) Tim Fasilitasi ADD Kabupaten da.lam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V

PEMBI AAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dilalukan oleh Bupati me1alui Tim Fasfitasi ADD pada
Tingkat Kabupaten dan Camat melalui Tim Pendamping ADD pada
Tingkat Kecamatafl.

(2) Pembinaan oleh Bupati melalui Tim Fasilitasi ADD Kabupaten
sebagaimara dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Memberikan pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan ADD;

b. Memberikan Bimbingaa darl Petatiharl Pengelolaan Keuaigai Desa;

c. Melakukan Pembinaa.n dan Fasilitasi dal Pengawasal pengelolaal
Alokasi Darra Desa.

Pembinaan oleh Carnat melalui Tim Pendamping ADD Kecamatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Memberikan Pendampingan Administasi pengelolaa! Keuangal
Desa;

b. Memberikarr Bimbingan dan Pendampingan pelaksanaaan ADD;
c, Memberikal Bimbingan dal Fasilitasi PenJrusunan APB Desa.

Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan atas Pengelolaan ADD;
Pengawasa-n Internal dilal<uken oleh Badan permusyawaratan Desa
(BPD) dan Pengawasan Ekstemal dilakukal oleh Inspektorat
Kabupaten.

(3)

(4)

(s)



BAB \II
KSTENTUAI{ PEIIU?UP

Pasal 14

P_ada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Kapuas
Nomor 12 Tatrun 2016 tentang pedoman peqggunaan pengeloiaal dokasi
Dana Desa di Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tatrun
2O16 Nomor 17), dicabut dan dinyatakal tidat berlalrrr.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada tanggal diundargkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundalgan
l-elaturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Eeriia Daerah
Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada ta-ngga_l 13 Maret 2017

BUPATI KAPUAS,

trd

BEN BRAIIIM S. BA1IAT

Diundargkal di Kuala Kapuas
pada tanggal 13 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

RIANOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2017 NOMOR 7

dengal aslin5ra
HUKUM,

Tingkat I (w/b)
l5 199103 1010



I,AMPIRAN I
PEMTURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2017
TENTANC
TATA CARA PENGALOKASIAN AI,OKASI DANA DESA DI KABUPATEN KAPUAS.

A. FORMAT BERITA ACARA HASIL IERIFIKASI ADMINISTRASI PENG,{JUAN ALOXASI
DANA DESA TAIIAP I

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMIMSTRASI

PENGn'.ruAN AIOKASI DANA DESA TAI{AP I TAHIIN ANGGARAN 2017

Pada hari ini............,.,,.... tanggal..........,........ bulal ..... Talun Dua Ribu Tujuh
Belas, hasil verifikasi yang dilalsanalan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan
dinyatal<an ball{ra persyaratan adBirlistrasi Pengajusn Pencairan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2017 dari Desa .................... Kecatnatan .......-............ sebagai berikut :

NO. JENIS
BERKAS HASIL EVALUASI

ADMINISTRAS1

ADA TIDAK
ADA LENGXAP TIDAK

LENGKAP
1_ Permohonan Pencairan ADD Talap I

dari KeDala Desa keDada Camat.
2. RP.IM Desa.

RKP Desa tahun 20 17-
APB Desa Taiun 2017.

5. RAB Desa Tahun 20 17.
6. LapoEn Penggunaa! ADD Talap III

TA 20t6-
7. Fotokopi Rekening Pemerintahan

Desa.

Mal<a perEohonan pencaAar dana tersebut dinyatakan telah nemenuhi persya_ratan
adrninistrasi.

20L7

Tim Fasilitasi KecaEatan,

Nama Tanda Tangan

Caraat

1.

2.

3.



B. FORMAT BERITA ACARA IIASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI PENGAJUAN ALOKASI
DANA DESA TAI{AP II

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI

PENGA.ruAN A1,oI(ASI DANA DESA TN]AP II TAI{UN ANGGARAN 2017

Pada hari irri.................... tanggal .................... bu1an..... Tahun Dua Ribu Tujuh
Be],as, hasil verifikasi yang dilalcsanalai oleh Tim Fasilitasi Kecamat€!
dittyata.kEr bahwa persyaratart adEiraishasi Pengajuara Peacaira.n Alokasi D€na Desa Ta.hun
Alrggaran 2017 dari Desa .......,.......,.... Kecaraatan ...............,.,.. sebagai berikut :

NO, JENIS
BERKAS

IIASIL EVALUASI
ADMINISTRASI

ADA TIDAK
ADA LENGKAP

TIDAK
LENGKAP

1. Permohonan Pencairan ADD T6Iap II
dali Kepa.la Desa keDada Camat.

2. SPJ ADD Taiao I
3. laporan penggunaa, dana ADD

lahaD I.
4. Fotokopi Rekening Pemedntahan

Desa.
5. Lapoian Data Rurnah Ta,Ig{a M.iskiD

dan Pelduduk Miskin Tahun 20 17.
6. Laporan Data Rumai Tida-k Layak

Hud.
7- l,aporan Data lnfrastrutrftrr Deas-

Mal<a perEohorxa.ra peEcaiia! dana tors€but diayata.kan telah laemefluhi perEraratall
ad4iaistrasi

2077

TiIo Fasilitasi KecaEata.D.,

Narla Tstda Tangan

Camat

1.

2.



C. PORMAT REKOMENDASI PENCAIRAN AIOKASI DANA DESA TAHAP I

PEMERINTAH IIABUPATEN KAPUAS
XECAMA'TAN

Jalan ........................ Nomor ......................... Telp ._...........

Kicamat n

*orffi=..
PENCATRAN Ar,oKASr DANA DffX;Hfp r uNruK ........... {.......) DESA

DI KECAMATAN ........................ TAIruN ANGGARAN 2017

Berdasarkan Penturan Bupati Kapuas Nomor ....... Tahun 2017 tetrtang Alokasi Dana
Desa dil(abupaten Kapuas Ta]lun Anggaran 2017 dan peraturan Bupati Kapuas Nonaor ......
Tahun 2017 tentang Besafan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kapuas iahun Anggaran
2077.

Dengan ini kami sampaikarl hal-hal sebagai berikut ;
1. Sejumlah ........-.... (.....,) Desa di Kecaraatar telah melengkapi persya-ratan

pencatuan Alokasi Dara Desa Ta,hap I Tah1m 20 1T sebagai beriLut :

a- Surat Pengantar Permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 20 1 7 dari
CalIat;

b. Fotokopi Rekeni4g Pemerintaha! De$a (4 rangkap).
2. Persyaratan sebagaimara tersebut di atas tela.h kami verif rasi dan telah sesuai denga!

peturjuk daa ketentua4 yang treilal<u.
3. Pela.ksaiaan ADD Tahun sebeluo1rrya telal dila]<sa-na]<al} da]l dipertatggungrawabkar

baik secara frsik maupun adrainistrasi 100yo (seratus perseratus).

_ Berkait denga_n ha.1 tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui/tidah
keberatan balwa Alokasi Dana Desa Ta_hap I Tahurl iOiZ ai O.", _............. Kecamatan
.t:...:..:..... dengan jumlah sebesar Rp. ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . ) sege.a dapat
dicairkan lewst rekening desa sebagaimana terlampir,

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

2017

Camat ...............................,



D. FORMAT REKOMENDASI PENCA]RAN AIOKASI DANA DESA TAI]AP II

PEMERINTAH KABI'PATEN I(APUAS
KECAMATAN

Jalan ........--.........-.... Nomor ......................... Telp .............

REKOMENDASI
NOMOR :

TENTANG
PENCATRAN ATOKASI DANA DESA TAIIAP II UNTUK .-......,-. (.....-.) DESA

DI KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2017

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor ....... Tahun 2017 tentang Alokasi Dana
Desa di Kabupaten Kapuas TahrB Anggaran 2017 daD. Peratua! Bupati Kapuas Nomor ......
Tahufl 2017 tentang Besa.rarl Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kapuas Talun Arrgga-ran
2017.

Dengar ini kami sampaikor ha.l-hal sebagai berikut :

1. Sejumlah ........-.... {......) Desa di KecaEatan telah melengkapi p€rsyaratan
pencaj.an Alokasi DEra Desa Taiap II Tahun 2017 sebagai berikut:
a- Surat Pengantsr Permohonan Penyaluran Alokasi DaIIa Desa Taiap II Tahuo 2017

dad Camat;
b. Fotokopi Rekening Pemerintahan Desa (4 rangkap):
c. Surat Pertanggungjawaban ADD Talap I Tahun 2017;
d. taporan penggunaan dana ADD Tahap I; dan
e. Foto Dokumentasi Kegiatan ADD Taiap I.

2, Persyaratan sebagaimana tersebut di atas telall kami verifikasi dan telah sesuaj dengan
petunjuk dan ketentuan yalg berlaku.

Berkait dengan hal tersebut di atas pada pri4sipnya karr.i dapat menyetujui/tidak
keberatzn bahwa Alokasi Dana Desa Tahap ll Talun 2017 di Desa ...-.......... Kecamatan

dengsn jumlah sebesar Rp. ( . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) segera dapat
dicairkan lewat rekering dcsa sebagaimana terlampir.

Demikian untuk Ioe4jadi periksa dan terima kasih.

Kecamatan

Calrnat

20t7

BUPATI (APUAS,

ttd
BE]T BRAIIIM S. BAIIATi dengan aslinya

TIUKUM,

,aE
Tingkat I (lv/b)
15 199103 i 010



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGAIOMSLA,N ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KAPUAS.

I{ECAMAIAN
DESA

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN A',OKASI DANA DESA
TAHUN ANGGAR,qN 2016

KEADAAN BULAN :

KEPALA DESA

dengaa aslinya
HUKUM,

2017

,sH
Tingkat I UV/b)

BUPA?I KAPUAS,

ttd

BEI{ BRAIIIM S. BAIIAT

NO. URAIAN (EGTATAN
ANOGAMN REAL1SASI KEUANOAN BERDASARKAN REALISASI PELAKSANAAN

PENCAIRAN DANA PERTANCGUNGJAWABAN ISR FISIK
o/.(RpJ S.D BULAN

LALU lRD.l
BULAN INI

lRD.)
S,D BULAN

INI IRD-I
% S.D BTII-AN

L{LU lRo.l
BULAN INl

IRr}-l
S.D BULAN

INI fRo.)
TGI, MULAI

KEG.
TGLSELESAI

KF,C.

1 2 3 5 6 7 8 9 1A 11 12 14

I

2

3

DPA Kegiatan

DPA Kegiatan

Dst.

15 199103 1010



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI XAPUAS
NOMOR 7 TAHLTN 2017
TENTANG
TATA CARA ?ENGAI,OKASIAN AIOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KAPUAS.

KECAMATAN

REMPITULASI LqPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN AIOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

KEADAAN BULAN :

CAMAT,

2017

BUPATI KAPUAS,

Ttd

BEN BRAIIIM S. BAIIAT

NO_ DESA URAlAN
KEGIATAN

ANGOARAN
DAIAM DPA

(Rp.l

REALTSASI KEUANGAN BERDASARKAN REALISASI PEI,AKSANAAN
PENCAIRAN DANA PERTANGGUNGJAWABAN (SP. FISlK

./.
S.D BULAN
LAIU IRD.)

BUI,AN IN]
IRD.)

S.D BUI-AN
lNI /RD-l

S.D BULAN
LALU {Rp.]

BULAN TNI
lRD.l

S.D BUI-AN
INI (RD.l

% TGL MULAI
KEG.

TGLSELESAI
KEG.

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11 12 13 14 t5

de'j.gtfl aslinya

?inskat I (lvlb)
0315 199103 1 010


